BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut

d dengan perjanjian adalah suatu

AL

perbuatan de
orang atau let perbuatan hukum
adalah perbua Perjanjian adalah
adalah suatu p jengikatkan dirinya
terhadap orang gan hukum antara
dua orang atay g : ng di oy ang di de a terdapat hak dan
kewajiban mas gafln sumber perikatan.
Menurut Marig ; ingan hukum yang
kekayaan, dimana pihak yang atas prestasi dan pihak lainnya wajib
memenuhi prestasi itu.* Hubungan hukum akan timbul dari perjanjian yang dibuat
oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dengan adanya perjanjian akan
menimbulkan perikatan antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut,

karena dalam Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa perikatan lahir karena

perjanjian atau karena undang-undang. Perikatan dalam bahasa Belanda disebut

! Munir Fuadly, Konsep Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 179.

2 Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
2003, hlm. 24.

% Soerdharyo Soimin, KUHPerdata Buku ke III Terntang Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta,
2015, hlm. 110.

4 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2001, him. 1.



verbentenis, yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak yang isinya hak dan
kewajiban, satu pihak menuntut sesuatu, dan pihak lain berkewajiban untuk
memenuhi tuntutan tesebut.> Menurut Suharnoko dalam Ahmadi Miru perikatan
adalah :
Suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak yang menimbulkan
hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain, karena terdapat hubungan

hukum antara para pihak, maka apabila pihak yang dibebani kewajiban
tersebut tidak memenuhi _kewajiba perti yang diminta dengan sukarela,

Pihak yahlf berpi fempunya pialllbin discbut kreditur,
sedangkan pi \ RIpUINYy? ajifbn untuk dipenuhi
disebut debit .‘ ji , S dalam perjanjian,
memberikan untuk menuntut
pelaksanaan p ini Muljadi dalam
ng telah disepakati

Gunawan Wid

oleh para pihal atan yang lahir dari

- _KEDJAJAAN o
perjanjian.” Me %‘ R s t1wa dimana seorang

berjanji kepada seorang lain atau~dmiana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan suatu hal.®

Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum
kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan

hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada

pihak lain menunaikan prestasi.® Perjanjian diartikan sebagai peristiwa yang mana

S Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga
Keuangan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 10.

8 Ahmadi Miru, Hukum Perdata : Materiil dan Formil, USAID, Jakarta, 2015, hlm. 268.

" Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, him.
91.

8 Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 4, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987, him. 6.

® Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 6.



ada orang berjanji kepada orang lain, atau yang mana dua orang saling
menjanjikandiri untuk melaksanakan suatu hal.*® Menurut Soedikno
Mertokusumo, perjanjian adalah :

Perjanjian digunakan sebagai terjemahan dari overeenkomst, karena syarat
sahnya overeenkoms adalah adanya toesteming, yang dapat diterjemahkan
sebagai persetujuan, sementara istilah perjanjian sendiri adalah hubungan
hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk
menimbulkan akibat hukum dimana akibat hukum itu menimbulkan
perikatan antara para pihak.!!

Dapat disimpulkan bahwa__perjanjian merupakan kesepakatan yang

menimbulkan embuat perjanjian

tersebut, yang akibat hukum dari
tindakan yang Jan perjanjian yang
dibuatnya, pih r dan pihak debitur
berkewajiban 1234 KUHPerdata
menyatakan b3 uatu, untuk berbuat
sesuatu dan u brestasi dalam suatu

perjanjian dap e TSRt A=yt STt an sesuatu, prestasi

Suatu perjanjiai drangg darrmengikat kedua belah pihak
yang membuatnya apabila memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang telah diatur
oleh undang-undang. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata
yang menyatakan bahwa :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

10 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 36.
1 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 110.



3. Suatu pokok persoalan tertentu;

4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Dari isi Pasal 1320 KUHPerdata tersebut dapat diketahui bahwa untuk
terpenuhinya syarat sahnya perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur. Syarat
pertama mengenai kesepakatan, yang dimaksud dengan kesepakatan adalah
kesesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan

penerimaan. Perjanjian tidak selalu terjadi secara tertulis, bisa saja perjanjian

pl-simbol atau cara
akapan, kecapakan
adalah kema e tbiiatan Bk m . rdpk yang cakap untuk
ata terdapat dalam
Pasal 330 KU f’ i ‘ flah menikah.'® Syarat
ketiga menge | : ertel =» | thwa ya menjadi objek dari
. jian. Objek dalam
perjanjian hari A u et e AN OOt D ke ersangkutan. Syarat
yang halal atau kausa
hukum yang halal, sebab-y4 nj adi tujuan dari para
pihak.!* Kejelasan mengenai isi pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah
untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Sebab yang halal
diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah
terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan
kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Perjanjian ada yang merupakan

perjanjian pokok dan ada perjanjian tambahan (accesoir), perjanjian pokok adalah

12 Ahmadi Miru & Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456
BW, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 67.

13 Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, Graha Ilmu, Jakarta, 2014, hlm. 17.

4 Ibid, him. 18.



perjanjian utama atau alasan dari adanya perjanjian, sedangkan perjanjian
tambahan adalah perjanjian yang dibuat sebelum dibuatnya perjanjian pokok.
Perjanjian pengikatan jual beli selanjutnya disebut PPJB terdapat dalam
Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasan Permukiman (selanjutnya disebut PP No. 12 Tahun 2021

melakukan jual{beli. Petfan] 4 10 ‘ duk pada ketentuan
Undang-Undafgf i ang dan Pemukiman
A pengikatan jual beli
adalah kesepqlata kuka , asih dalam proses

etahui oleh pejabat

. calon penjual dan
calon pembeli tal beli, yang mana
afiedn atau akta notariil.*®
perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian yang mana tujuan dari para pihak
membuat perjanjian ini adalah untuk mengikatkan diri pada perjanjian pokok yaitu
perjanjian jual beli.’® perjanjian pengikatan jual beli berisi kesepakatan penjual

untuk mengikatkan diri akan menjual kepada pembeli dengan disertai pemberian

tanda jadi atau uang muka berdasarkan kesepakatan, ada juga perjanjian

5 Yuyun Sri Wahyuni, Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Tanah (Ppjb) dalam Kasus Sengketa Perdata (Analisia Putusan Mahkamah Agung Nomor :
994/K/PDT/2020 Jo Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 218/PDT.G/2017/PN.BTM),
Indonesian Notary, Vol. 3, No. 7, 2021, hlm. 132.

16 Greenalda Alboiva Simanjuntak, Pertanggungjawaba Debitur Terhadap Kreditur yang
Melakukan Penarikan Kendaraan Mobil Akibat Wanprestasi Melalui Perjanjian Pembiayaan (Studi
pada PT Sinarmas Multifinance Medan), UMA, Medan, 2023, hlm. 37.



pengikatan jual beli lunas, yang artinya pembayaran sudah dilakukan seluruhnya
namun proses balik nama masih belum bisa dilakukan.!” Menurut Mariam Darus
sebelum pihak-pihak melakukan penyerahan hak atas tanah atau rumah yang
diperjual belikan, pihak-pihak mengadakan persetujuan yang mengikat piha-pihak
untuk melakukan jual beli.!® Pada umumnya perjanjian pengikatan jual beli
mengandung janji-janji yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu pihak

atau para pihak, sebelum dapat-ditatemian~perjanjian pokok yang memrupakan

tujuan akhir JEF=pa hak——pertenianDC itan B3l beli tidak dapat
digunakan sebpffai aupun proses balik
nama sertifika jual beli di hadapan

notaris akan dikjui [ : clanjfinya disebut AJB di

ayat (1) KUHPerdata
yang menyatak afdisah berlaku sebagai
undang-undang tidak dapat ditarik
Qha alasan-alasan yang
oleh undang-undang dinyataka 1tu, perjanjian harus dilaksanakan
dengan itikat baik.?! Agar kepentingan pihak lain terlindungi, maka karena
perjanjian dibuat atas persetujuan kedua belah pihak, maka pembatalannya juga
harus atas kesepakatan kedua belah pihak.

Wanprestasi atau ingkar janji adalah istilah yang menunjukkan keadaan

prestasi tidak terpenuhi. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai

17 Yuyun Sri Wahyuni, Op.cit, hlm. 136.

18 Mariam Darus, Op.cit. hlm 27.

19 Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi kelas IB Nomor 28/Pdt.G/2019/PN.Bkt, him.4.
2 Yuyun Sri Wahyuni, Op.cit, him.136.

21 Ahmadi Miru & Sakka Pati, Op.cit, hlm. 78-79.



melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan di dalam perjanjian yang
dibuat antara kreditur dengan debitur.?? Menurut Ahmad Miru Wanprestasi dapat
berupa perbuatan sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan
tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi dan melakukan apa yang ada dalam
perjanjian dilarang untuk dilakukan.?®> Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala

wanprestasi dapat berupa :

1. Tid{reme A3 Se psan dengan debitur yang
= ¥ . B r tidak memenuhi

2. bila prestasi debitur
debitur dianggap

rga dapat dikatakan

3. 4@liru, debitur yang
ang keliru tersebut
n tidak memenuhi

Menuruf o0 1ah

Dapat b¢ ki kewajiban untuk

melaksa

1. ' \'{‘ﬁ.v. AN AN @

2. Melaksana plhietdk tepat seperti apa yang

dijanjikan;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.?®

Akibat dari wanprestasi adalah akan tetap adanya perikatan, debitur harus
membayar ganti rugi kepada kreditur, diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang
menyatakan bahwa penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak

terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah

2 Hukum Online, Pengertian Wanprestasi Akibat dan  Penyelesaiannya,

https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-1t62174878376¢7/,
diakses pada tanggal 8 September 2024 Jam 8.36

23 Ahmad Miru, Hukum Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 12.

2 A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Liberty, Yogyakarta,
1985, hlm. 26.

%5 Ade Sanjaya, Pengertian Prestasi Wanprestasi Defenisi dalam Hukum Perdata Menurut
Para Ahli dan Macam-Macamnya, 2015, hlm. 31.


https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/

dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang
harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya
dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, beban resiko beralih
untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, jika
perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat mebebaskan diri dari

kewajibannya, diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata yang menyatakan bahwa

salah satu piha

Terkada seseorang lalai atau
lupa, karena s apan sesuatu pihak
dfl yang diterima oleh
a oleh kreditur atau
au juga dinamakan
rkara kalau sampai
diperkarakan ¢ i g diartikan sebagai
tidak menyimpang dari perat *nurut purbacaraka tanggung jawab
hukum lahir ataspenggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang
untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya.?

Menurut Sugeng Istanto pertanggungjawajaban adalah kewajiban

memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi

dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin di

% Sri Soedewi Masyohen Sofwan, Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan
Praktek, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 15.

2" M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Cet. 13, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, him.498.

28 Ulista Mustamu, Pertanggungjawabann Hukum Pemerintah, Jurnal Hukum Unpatti, 2016,
hlm. 34.



timbulkannya.?® Menurut Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddigie menyatakan
bahwa suatu konsep terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung
jawab hukum (/iability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab
untuk suatu perbuatan tertentu adalah ahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi
dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Dalam kasus sanksi dikenakan terhadap
pelaku adalah karena perbuatan sendiri yang membuat orang tersebut harus

bertanggungjawab.?® Pertanggungjawaban hukum ada dua macam, yaitu

peratnggungja hn hukum perdata.

Pertanggungja ertanggungjawaban
hukum  berdak ] I melawan  hukum
(onrechmatige

Perjanjia ; ji |Wpng terjadi sebelum
dibuatnya aktajjije i A i : okumen ; rangiijlembuktikan adanya
peralihan hak V
pemilik baru. otk TS0 e drdacaria aturan Pemerintah
g Pendaftaran Tanah
(selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP
Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa Pemindahan hak atas tanah dan hak milik
atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan

hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang

dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut ketentuan

2 Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Cet. 2, Universitas Atma Jaya, Yogyakartam 2014,
hlm. 77.

%0 Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Terntang Hukum, Cet.1, Sekretariat
Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 61.



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah
adalah akta autentik dan sebagai sebuah akta autentik terdapat persyaratan ketat
dalam hal prosedur pembuatan, bentuk dan formalitas yang harus dilakukan
sehingga akta tersebut berhak disebut sebagai akta autentik.! Pasal 37 PP
Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa akta jual beli merupakan bukti sah (selain
risalah lelang, jika peralihan haknya melalui lelang) bahwa hak atas tanah dan
bangunan sudah beralih kepada pihak lain. Jadi peralihan hak atas tanah harus

dengan akta jug

Perjanjia
membuat perj
undang bagi
menerima pre$t emenuhi prestasi,
tetapi tidak ¢ seperti yang di
anprestasi adalah

car apa yang telah

wanprestasi adalah

'\—v‘——_—»ﬂ'
LI} Y
DJAJA 2
N
kG i

diperjanjikan, & M
debitur, tetapi tid B@

pBfIYa-melakukan wanprestasi.

Apabila terjadi wanprestasi, maka pihak yang wanprestasi harus

bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan wanprestasinya
tersebut.

Salah satu kasus mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak

dalam perjanjian adalah putusan Pengadilan Negeri kelas IB Bukittinggi nomor

28/Pdt.G/2019/PN.Bkt banding ke Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan

31 Dhanang Widjawan dkk, Implikasi Hukum Pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang Tidak
Sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Akta PPAT (Studi Kasus : PPAT di Wilayah Kota Tasimkalaya),
Jurnal Of Law, Vol. 2 No. 1, Januari 2021, hlm. 29.

10



nomor 68/PDT/2020/PT PDG dan kasasi ke Mahkamah Agung dengan putusan
nomor 2108/K/Pdt/2022. Kasus ini mengenai perjanjian pengikatan jual beli
nomor 150/D/X1/2005 yang dibuat di hadapan Tessi Levino, S.H. notaris di
Bukittinggi sebagai Tergugat 5, antara Tergugat 1 sebagai penjual yaitu Syafti St.
Pangeran dan Penggugat sebagai pembeli yaitu H. Nazaruddin, S.K.M., M. Kes.
mewakili Universitas Fort De Kock Bukittinggi.

Perjanjian pengikatan jual beli ini dibuat para pihak pada tahun 2005 untuk
objek tanah yang belum bersertifikat dengan luas 12.000 m? (dua belas ribu meter
persegi) yang e

kesepakatan 4

keseluruhan tapgih
sejumlah Rp 4@k rupiah) yang mana
uang tersebut g rus sertifikat untuk
tanah tersebut, 1 ctelal t IS ‘ fikat, Penggugat akan

melunasi sisa

tersebut terbit p e S LY as nama Tergugat 1
dengan luas 7.71 AT ersegi), tetapi setelah
itu Penggugat tidak melunasi sisa pembayarannya, sehingga Tergugat 1
memberikan tanah sebanyak uang muka yang telah diberikan Penggugat, dan
Tergugat 1 memecah sertifikat tersebut menjadi SHM nomor 654 atas nama
Penggugat dengan luas 2.182 m? (dua ribu seratus delapan pulu dua meter persegi)
dan SHM nomor 655 atas nama Tergugat 1 dengan luas 5.528 m? (lima ribu lima

ratus dua puluh delapan meter persegi).
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Tahun 2007 karena Tergugat 1 merasa sudah tidak terikat lagi dengan
Penggugat , maka Tergugat 1 menjual sisa tanah tersebut kepada Tergugat 4 yaitu
Pemerintah Kota Bukittinggi dengan AJB yang dibuat di hadapan camat
Mandiangin Koto Selayan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
selanjutnya disebut PPATS dengan nomor 36/MKS-2007. Hal ini adalah mula
terjadinya konflik pada objek tanah ini. Penggugat dan Tergugat 1 masih terikat
dalam perjanjian pengikatan jual beli 150/D/X1/2005. Tergugat 1 hanya merasa

sudah tidak terikat, tetapi kenyataannya perjanjian pengikatan jual beli yang

pernah dibuat an. Penggugat yang

merasa masih sebut mengajukan
gugatan kepad@ido g g gebagai pemilik tanah,
sebagai pihak yang

membeli objeldtana asi affjual beli, Tergugat 5

Kasus 1 li adalah Putusan
Pengadilan NoiSadARPa S0 RIS IS AT engenai perjanjian
pengikatan jual ari 2020 yang dibuat
dihadapan Turut taat , Notaris di Kabupaten

Agam antara Penggugat I Aufal Husni sebagai penjual, dan Tergugat Risnaldi
sebagai Tergugat terhadap objek perkaranya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 172
dengan luas 2.420 m?, yang terletak di Jorong Balai Gurah Kecamatan Ampek
Angkek Kabupaten Agam.

Perjanjian pengikatan jual beli ini berisi kesepakatan antara Penggugat I dan
Tergugat mengenai jual beli objek perkara tersebut, didalam perjanjian pengikatan

jual beli dinyatakan harga dari objek perkara adalah Rp 400.000,- (empat ratus

12



ribu rupiah) permeter yang artinya harga keseluruhan objek perkara adalah Rp
968.000.000.- (sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan Tergugat akan
membayar uang muka sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sisanya
sebesar Rp 768.000.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta) akan dibayarkan
60 (enam puluh) hari setelah di tanda tanganinya perjanjian pengikatan jual beli.
Kasus ini sampai di pengadilan karena Tergugat sebagai debitur tidak
memenuhi prestasinya atau melakukan wanprestasi. Tergugat tidak melunasi

pembayaran terhadap objek perkara tersebut. Tergugat baru membayar sebesar Rp

586.000.000,-

380.000.000,- payarkan

Dari urajaiidi - unt alfpkan penelitian lebih
lanjut  dan ’ a cHtul ‘ yang  berjudul
PERTANGG g | ‘ PERJANJIAN
PENGIKATA al : ANA : I I AKIBAT DARI

WANPRESTA

Rumusan Mag8

KEDJAJAAN
Berdasark Vi BRI a Bagi@$latar belakang masalah,

maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli tanah di Bukittinggi
dalam  perkara nomor  2108/K/Pdt/2022 dan  perkara  nomor
49/Pdt.G/2022/PN.Bkt?

2. Bagaimana pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian pengikatan jual
beli tanah di Bukittinggi dalam perkara nomor 2108/K/Pdt/2022 dan perkara

nomor 49/Pdt.G/2022/PN.Bkt?
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3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah
di Bukittinggi perkara nomor 2108/K/Pdt/2022 dan perkara nomor

49/Pdt.G/2022/PN.Bkt?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian pengikatan jual

beli tanah di Bukittinggi dalam perkara nomor 2108/K/Pdt/2022 dan perkara

nomor 49/Pdt.G/2022/PN.Bkt.

dalam perjanjian

08/K/Pdt/2022 dan

eoritis dan manfaat

praktis. m KED AA AN g
&=l >

1. Manfaat Teoritis
Manfaat penelitian ini adalah agar dapat memberikan pemasukan
pemikiran dan menambah referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan
yang berkaitan dengan penelitian.
2. Secara praktis
a. Bagi masyarakat, memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai

kewajiban penggunaan akta notariil pada perjanjian pengikatan jual beli,
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khususnya dalam pelaksanaan transaksi pembelian tanah sebelum

dibuatnya akta jual beli.

b. Bagi pemerintah, dimaksudkan untuk dapat dijadiakan pertimbangan
dalam merevisi atau membuat peraturan mengenai penggunaan akta

notariil pada perjanjian jual beli di masa yang akan datang.

c. Bagi praktisi, agar menambah informasi kepada notaris/PPAT dalam hal

pengaturan hukum penggunaan akta notariil dalam pembuatan perjanjian

Dalam - a bentuk tesis yang
pembahasann i DEIE ur membedakan dan
asal dari pemikiran

penulis sendir is 1 antumkaj edaannya, mefidenai masalah yang

a. Tesis atal . Prodi Magister

CEDJAJAAN
Kenotariatat S g padul AKIBAT HUKUM
¢l B

BELI HAK ATAS TANAH YANG

PERJANJIAN PENGIKATAN
DIDASARKAN DENGAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG TERHADAP
PARA PIHAK DAN NOTARIS. Persamaannya adalah sama-sama membahas
terkait bagaimana akibat hukum dan pertimbangan hakim dalam perjanjian
pengikatan jual beli. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus bagaimana
pertanggungjawaban para pihak terhadap perjanjian pengikatan jual beli,
sedangkan penelitian Iva lebih berfokus kepada pertanggungjawaban notaris
dalam perjanjian pengikatan jual beli.
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b. Tesis atas nama MULIANI. 2020. Prodi Magister Kenotariatan Universitas
Hasanauddin. Dengan judul AKIBAT HUKUM PERJANIJIAN
PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DIDASARKAN
DENGAN PERJANIJIAN UTANG PIUTANG TERHADAP PARA PIHAK
DAN NOTARIS. Persamaanya adalah membahas terkait bagaimana akibat
hukum dan pertimbangan hakim dalam perjanjian pengikatan jual beli.
Perbedaannya adalah Penelitian ini berfokus bagaimana pertanggungjawaban
para pihak terhadap perjanjian pengikatan jual beli, sedangkan penelitian

Muliani henfelsus endapgtkan perlindungan

c. Tesis ata V ) i M@gister Kenotariatan
PERJANJIAN
RUMAH SUSUN
terkait bagaimana
akibat hu A engikatan jual beli.

tian—ini-—be s—haeatras goungjawaban para
pihak terha@ ERe IKQ 113 an penelitian Danesa

pengikatan terkait isi

dari perjanjian pengikatan jual beli.
F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis
Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat
konsep, defenisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Dalam
landasan teori perlu dikemukakan kerangaka teori dan kerangka berpikir,

sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrument penelitian.
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Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang
teori dan bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil-
hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teori
paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti,
melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai
referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap

hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.®

Teory [pyataan yang saling

berkaitan aturan hukum dan
jan yang penting di
apat berarti produk,
yaitu kese il : alah hasil kegiatan
‘ an teoritik tentang

m sendiri. Adapun

sis dan menjawab

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas
konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan
dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.®® Konsep
tanggungjawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban.
Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian

hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Hak pada

32 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D, Cet. Ke 14, Alfabeta,
Bandung, 2011, hlm. 54.
33 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, him. 87.
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seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.
Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau
bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, yang artinya dia
bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan
dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab secara etimologi adalah
kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima
pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan

pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

swatunya (jika terjadi
dan sebagainya).
Men ! { ) gungjawaban yaitu

y (the state or fact

s, dimana liability
menugs liputi hampir setiap

karak O-atat-tan: Sguqg |

yang L r¢l 108 SI KA
P KEDLATAN =
T bR S lcs

hak dan Kewafib kondisi tunduk kepada

awab winase g bergantung, atau

injuk semua karakter

kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab
terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman,
kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk
melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan
datang. Sedangkan responsibility berarti hal dapat
dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan,

keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Responsibility juga berarti
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kewajiban bertanggung jawab ata Undang-Undang yang dilaksanakan,
dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan
apapun yang telah ditimbulkannya. Dalam pengertian dan penggunaan
praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum,
sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.34

Dalam hukum, terdapat beberapa prinsip tanggung jawab, di
antaranya:

1) Liability based on fault

kesalahan, yang

apat  dimintakan

akan bahwa “barang

KEDJAJAAN
N
ami' 15 7 \ .‘-' «,r_ ama ia mendasarkan

suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu,
sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna
membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-
peristiwa itu”

2) Strict liability
Konsep hukum pertanggungjawaban mutlak (tanpa kesalahan), yang

tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pemidanaan,

3% Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2002, h. 249-250.
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yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat
sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.®®
3) Product liability

Tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang

menghasilkan suatu produk.

4) Contractual liability

perjanjian atau kontrak dari

lebih menekankan
pada ' Sholiahit \iari |Ketentuan Peraturan
Perungddng adHimaknai dalam arti
es Septiana Teori
tang ‘ enganalisis tentang
tang : " b telah melakukan
ntuk memikul biaya

| KEDJAJAAN
DN =
atau ke ) BANESKesalahannya maupun

karena kealpaannya®’

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai
dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang

untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal melahirkan kewajiban

% Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta:Gajah Mada University
Press), 1988, hlm.334-335.

3 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja
Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm. 54

37 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi
dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2003, hlm. 7
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hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.® Tanggung
jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan
pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah
tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri,
sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang

individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.3®

um yang dilakukan
gugat harus sudah
ingga merugikan
ukan tergugat akan

um yang dilakukan
sarkan pada konsep
n moral dan hukum

ihgear hukum tanpa
didasarkan pada

“Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab
terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, pertanggungjawaban
kolektif berarti bahwa seoran individu bertanggungjawab atas suatu
pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, pelanggaran berdasarkan
kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas
pelanggaran yag dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan
tujuan menimbulkan kerugian, pertanggungjawaban mutlak yang berarti
bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang
dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.”*!

3 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka,
Jakarta, 2010, hlm. 48.

% Ibid.

40 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2010, hlm. 53.

41 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni dengan judul buku asli General Theory Of Law and State
alih bahasa Raidul Mutaqgien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, him. 140.
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Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab

terdiri dari:

1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung
jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

2)  Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu
bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh
orang lain;

3) Pertanggungja n_kesalahan yang berarti bahwa

T i fifileng gwab—|pelanggaran  yang
an dengan tujuan

4) a seorang individu

lakukannya karena

si yang timbul dari
perbt puan bertanggung
jawab erdiri atas

1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik

dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan

baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Tanggung jawab hukum terkait dengan konsep hak dan kewajiban

hukum. konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak,

istilah hak yang dimaksud disini adalah hak hukum (legal right)
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penggunaan linguistik telah membuat dua perbedaan hak yaitu jus in rem
dan jus in personam. Jus in rem adalah hak atas suaru benda, sedangkan
Jjus in personam adalah hak yang menuntut orang lain atas suatu perbutan
atau hak atas perbuatan orang lain. Pembedaan ini bersifat ideologis
berdasarkan kepentingan melindungi kepemilikan privat dalam hukum
perdata. Jus in rem tidak lain adalah hak atas perbuatan orang lain untuk
tidak melakukan tindakan yang mengganggu kepemilikan.*?

FuNSVERSITAS ANDA
e TS O

Hans Kelséh, hukum adalah sebu

istem Norma, yang

Ngharusnya” atau das
ang apa yang harus
5ia yang deliberatif,
uran yang bersifat
pkah laku dalam
an-dengs a individu maupun
¥-aturan itu menjadi
': melakukan tindakan
terhadap individu, dengan adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut
menimbulkan kepastian hukum.*

Dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana hak
dan kewajibannya, serta memberikan kemanfaatan hukum, yang
terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat,

karena adanya hukum tertib (Reshthorde). Kepastian Hukum merupakan

42 Jimly Asshiddiwie dan M. Ali Safaat, Op.cit. him. 66-67.
43 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, him. 158.
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perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan, yang artinya
hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman
kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu
tatanan yang dinilai wajar. Sehingga dengan bersifat adil dan
dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.** Dalam
masyarakat, hukum berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang

diterapkan secara sistematis_untuk menegakkan norma dan peraturan

FUMNERITAS ANDALA

eninjau dari sudut

2) eninjau dari sudut
untuk semua orang

3) doelmatigheid atau
............................. - th kepastian hukum

dan k menekankan pada

kepastian T nalls mengutamakan

kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum
ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum
yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya,
dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum
satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah

keadilan. Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik

4 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang
Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

%8 Ibid.
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yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang
cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri,
karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan
aturan. Tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya
kepastian hukum, tetapi kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum
dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat

umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa

hukurg tidak adilan atau kemanfaatan,

kepastian hukum

1) membuat individu
n yang tidak boleh
2) pemerintah karena

um maka individu

Kepastian hukum Setdra normatif adalah ketika suatu peraturan
dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan
logis, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir). Jelas
dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga

tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum

menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan

47 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko Gunung
Agung, Jakarta, 2022, hlm. 82-83.
48 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, him. 158.
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konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-
keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah
sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.
Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum
yang buruk.*® Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat

dikatakan sebagai bagian dari upaya menwujudkan keadilan. Bentuk

P \dakanemtenpamincn M ANNE=SFd yang melakukan.
emperkirakan apa
tertentu. Kepastian

dihadapan hukum

terhadap sebuah
lninnya agar dapat
Variable-variable yang
alis memaparkan beberapa konsep,
yaitu :
a. Tanggungjawab Para Pihak

Menurut Sugeng Istanto pertanggungjawaban adalah kewajiban

memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang

49 Cst Kansil, Kristine, S.T Kansil, Engelien R, Pelendeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus
Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385.

%0 R. Harwoto, Membangun Konsep Regulasi Penikahan Online di Indonesia Dalam Masa
Pandemi Dan Era Digital, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 2, Oktober, 2023, Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 150.
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terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang
mungkin di timbulkannya.>!

b. Wanprestasi
Wanprestasi atau ingkar janji adalah istilah yang menunjukkan keadaan
prestasi tidak terpenuhi. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai
melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan di dalam

perjanjian yang dibuat antara kreditur denan debitur. Menurut Ahmad

hli tidak memenuhi
rlambat memenuhi

afjian dilarang untuk

adalah untuk mengikatkan diri pada perjanjian pokok yaitu perjanjian
jual beli.>* Perjanjian pengikatan jual beli berisi kesepakatan penjual
untuk mengikatkan diri akan menjual kepada pembeli dengan pemberian

tanda jadi atau uang muka berdasarkan kesepakatan.

51 Sugeng Istanto, Op.cit, him. 77.

52 Ahmad Miru, Op.cit, him. 12.

%3 Yuyun Sri Wahyuni, Op.cit, him. 132.

% Greenalda Alboiva Simanjuntak, Op.cit, him. 37.
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G. Metode Penelitian

Secara prinsip penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research)
atau penelitian doctrinal atau penelitian normatif. Penelitian dilakukan secara
metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis yang dimaksud berarti sesuai
dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem dan
konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka

tertentu.>®

1. Pendekat

dlbh yuridis normatif,
sebagai sebuah
mengkaji proses
dengan membatasi
ditentukan kepada

gan bidang ilmu non

b. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan
menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan
dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan tersebut. Karena

penelitian bertujuan agar hasil yang diperoleh dapat memberi gambaran

5 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2013, hlm. 13.

%6 Azmi Fendri, Fundamental Principle Of Mineral and Coal Resources Management in the
Regional Autonomy Era, Jurnal Hukum, Vol. 24, No. 3, 2022, hlm. 198.
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secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai permasalahan tersebut
di atas.
2. Jenis Data dan Sumber Data
a. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, literatur,
artikel-artikel yang berasal dari surat kabar, tulisan ilmiah dan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,

yang mengikat,

ittinggi nomor

PDT/2020/PT PDG

esia nomor 2108

e) d egeri Bukittinggi nomor
49/Pdt.G/2022/PN.Bkt
2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer.®’ Bahan hukum sekunder
ini erat kaitannya dengan bahan hukum yang dapat membantu

menganalisis, memahami, menjelaskan bahan hukum primer, antara

57 Ibid.
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lain hasil-hasil penelitian, tesis, jurnal ilmiah, makalah, termasuk
website di internet yang berkaitan dengan kreditur, wanprestasi dan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli.
b. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman
secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder yang diperoleh secara
langsung dari sumber utama, yaitu dengan melakukan wawancara dengan

an dan menganalisis Putusan

ALAS |

penelitian tesis ini,

ukan dengan cara
data-data yang
kukan dengan studi
n hukum yang terdiri
ukum sekunder, dan bahan hukum
tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan
mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan
mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek
yang akan diteliti.

b. Wawancara (interview)

%8 Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm. 66.
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Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan
jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan
sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Teknik ini biasanya
digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara pada penelitian
ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman
wawancara (guidance) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka

maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari

4. Pengolah

setelah penelitian
1 proses penelitian
informasi yang
apkan untuk dapat
ang hendak dianalisis.
Analisis data
Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara
sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.®® Data yang
terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data
lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif,
yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan

angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.

%9 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1992,
hlm. 37.
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kualitatif. Data Sekunder yang telah terkumpul dari studi kepustakaan,
kemudian diolah, diambil kesimpulan dan setelah itu akan diuraikan
dalam bentuk kalimat guna menjawab permasalahan-permasalahan yang

telah dirumuskan dalam penelitian ini.

UNIVERSHAS ANDLAS
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